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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah, karena

tanah penting bagi kehidupannya. Penguasaan tanah diupayakan

semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk dapat

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Upaya untuk mendapatkan tanah

tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan jual

beli. Dengan cara jual beli, pemilikan tanah beralih dari satu pihak kepada

pihak lain.

Pada umumnya tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut

permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum

Agraria, yang dimana berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang

merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4

ayat (1) UUPA.1

Dengan adanya kebutuhan akan tanah, sehingga Negara kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,
memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak
warga negara tersebut untuk mendapatkan, mempunyai, dan
menikmati hak milik atas tanah. Jual beli tanah adalah merupakan
perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak
pertama wajib menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua
dan pihak kedua wajib membayar sejumlah uang yang telah disepakati
antara pihak pertama dan pihak kedua kepada pihak pertama.
Peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli dilakukan di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pembantu dari pemerintah.2

1 M.Arba, 2018, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7-8
2 Imam Surya Saputra, dkk, Akibat Hukm Adanya Penyalahgunaan Keadaan Pada

Perjanjian Jual Beli Tanah Di Banda Aceh, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2
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Kemudian dapat menghasilkan apa yang dikenal dengan perjanjian.
Perjanjian terdiri dari bermacam-macam jenis, salah satunya yang
paling sering dijumpai di masyarakat adalah perjanjian jual beli.
Menurut Pasal 1457 KUHPer, jual beli adalah suatu persetujuan
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar
harga yang dijanjikan. Jual beli pun terdiri dari banyak jenisnya,
namun salah satu kegiatan jual beli yang cukup mendominasi dalam
kehidupan bermasyarakat adalah jual-beli tanah. Sejak dahulu, tanah
sudah menjadi suatu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia
dan hubungannya dengan pelaksanaan aktivitas sehari-hari manusia
sangatlah erat. Hal tersebut kemudian mendorong manusia untuk
melakukan berbagai usaha untuk dapat menguasai bidang tanah
tertentu untuk dapat memaksimalkan penggunaannya. Dengan adanya
hak-hak atas tanah, telah memberikan wewenang kepada individu
untuk mempergunakan tanah itu untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah.3

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa,

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan

untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu

mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 2 ayat (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut

(PPAT) bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum

tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun,

yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran

tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Ayat (2) disebutkan,

perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

Agustus 2020, hlm. 284
3 C.S.T Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta, hlm 320



3

a. Jual beli

b. Tukar menukar

c. Hibah

d. Pemasukan kedalam perusahaan

e. Pembagian hak bersama

f. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik

g. Pemberian hak tanggungan

h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat,

terutama terikat dengan persoalan hukum keperdataan, ditambah lagi

mengingat masyarakat modern saat ini banyak terbebani dengan urusan

administrasi hukum keperdataan yang harus didokumentasikan dalam

bentuk akta otentik agar perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dan

kekuatan pembuktian. Dalam Hukum (Acara) perdata, alatbukti yang

sahatau yang di akui oleh hukum, terdiri dari:

a) Bukti tulisan

b) Bukti dengan saksi-saksi

c) Persangkaan-persangkaan

d) Pengakuan

e) Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik

maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.Tulisan-tulisan otentik

berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh



4

undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang

diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, Ilmu hukum Notaris

harus berkembang oleh mereka yang mengetahui atau mereka yang terjun

dalam bidang Notaris atau oleh mereka yang bergelut serta melaksanakan

tugas sebagai jabatan Notaris.4

Mengenai kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan diatur dalam

buku III, bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-1456 KUH Perdata). Bagian

ini hannya secara sumier mengatur sebagian dari kebatalan, khususnya

perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak capai, yaitu mereka yang

dibawah umur, diatur di bawah curatele, serta cacat dalam kehendak. Pada

Pasal 1446 KUH Perdata dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu

perbuatan hukum.

Pasal 1321 KHUPerdata menegaskan, apabila dapat dibuktikan bahwa

kontrak ternyata disepakati di bawah paksaan atau ancaman yang

menimbulkan ketakutan orang yang diancam sehingga orang tidak

mempunyai pilihan lain, selain menandatangani kontrak tersebut, maka akta

tersebut dapat dibatalkan.” Akta Notaris yang dapat dibatalkan berarti akta

tersebut termasuk ex nunc, yang berarti perbuatan dan akibat dari akta

tersebut dianggap ada sampai saat dilakukan pembatalan”5.

4Ibid, hlm.63.
5Ibid, hlm,69.



5

Notaris selain merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-
undang dalam membuat akta otentik sekaligus juga merupakan
perpanjangan tangan pemerinta. Dalam menjalankan jabatannnya,
notaris harus dapat bersikap professional dalam mematui peraturan
perundang-undangan serta menjujung tinggi kode etik Notaris. Notaris
sebagai pejabat umum, dituntut untuk bertanggung jawab terhadap
akta yang dibuatnya, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung
jawab moral. Notaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk
memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat
yang membutuhkan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah oleh
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
(UUJN).6

Pentinggnya penelitihan ini dilakukan untuk mengetahui

tentangAkibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Jual Beli Tanah Di

Kecamatan Indralaya, karna dalam tataran hukum yang bener mengenai

akta otentik yang bermasalah dalam pembatalan Akta Notaris dalam jual

beli tanah maka :

1. Para pihak datang kembali ke pejabat umum untuk membuat pembatalan

tersebut dan jika akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para

pihak, para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.

2. Jika para pihak tidak sepakat bahwa akta yang bersangkutan yang

dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan

gugatan untuk mendegradasikan akta otentik menjadi akta di bawah

tangan.

Setalah didegradasikan, hakim yang memeriksa gugatan dapat

memberikan penafsiran tersendiri atas akta otentik yang sudah

didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan? Hal ini

6 Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, hlm 375
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tergantung pada pembuktian dan penilaian hakim.7

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan

melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan

kedalam bentuk skripsi dengan judul: AKIBAT HUKUM PEMBATALAN

AKTA NOTARIS JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN

INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang

dirumusakan sebagai berikut:

1. Akibat hukum pembatalan Akta Notaris dalam jual beli Hak Atas Tanah

di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir?

2. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris yang membatalkan Akta

Jual Beli Tanah?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian kajian bidang hukum perdata terutama dititik

beratkan pada Akibat hukum pembatalan Akta Notaris dalam jual beli tanah

di Kecamatan Indralaya.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan

mengenai, yaitu:

1. Akibat hukum pembatalan Akta Notaris jual beli tanah di Kecamatan

Indralaya

7 Habib Adjie, 2009, Notaris dan PPAT Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.
269
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2. Tanggung jawab hukum Notaris yang membatalkan Akta Jual Beli

Tanah

D. Definisi Operasional / Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang disebutkan Bahwa:

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus
yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.
Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini
dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat
diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional
mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga
data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagaicontoh, judul skripsi:
“Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”’ maka dalam definisi
operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan;
penggelapan, calon haji, ibadah haji.8

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitihan ini perlu

di kemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-

istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. : Akibat Hukum : Yaitu akibat yang timbul dari hubungan hukum.9

2. Akta Notaris : Adalah dokumen resmi yang di keluarkan oleh notaris

menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 yang mempunyai

keluatan pembuktian dan mengikat.10

3. Jual Beli : Persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli,

penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli

8 Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman Penulis Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2021, hlm.5.

9 Surdasono,2009,Kamus Hukum, Cetakan Keenam, hlm.124.
10 Ibid, hlm.25.
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sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah dibelinya,

masalah ini erat kaitannya dengan pasal 1457, 1458, dan 1459, KUH

Perdata.11

4. Tanah : Adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali,

keadaan bumi di suatu tempat, dan permukaan bumi yang diberi batas

( pasal 723 KUH Perdata).12

5. Pembatalan : Yaitu sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan

hukum,proses, perbuatan, cara membatalkan, pernyataan batal.13

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian

ini tergolong penelitan hukum Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif

dengan menggambarkan akibat hukum pembatalan akta notaries dan jual

beli tanah di Kecamatan Indralaya Kabupaten ogan ilir melalui penelitian

observasi maupun wawancara, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis Data

Sehubung dengan itu maka jenis data yang di pergunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

11Ibid , hlm.196.
12 Ibid, hlm.485.
13 Ibid, hlm.49.
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a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan, yaiitu melakukan pengkajian terhadap

pengkajian data sekunder berupa bahan hukum primer ( peraturan

perundang-undangan), bahan hukum sekunder ( literatur, laporan hasil

penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah),

dan bahan hukum tertier ( kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa

Inggris, kamus bahasa belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data

statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (Field Research)

Penelitihan lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan

melakukan wawancara dengan pihak- pahak terkait antara lain Kantor

Notaris dan PPAT.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelola dan

menganalisis data yang telah dikumpulkan secara Tekstual, lalu di

kontruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu

kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan

skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan tearah. Skripsi ini terbagi

menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika

penyampain sebagai berikut :
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,

ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi operasional/

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang tinjauan umum tentang

Hak- hak atas tanah, Hak atas tanah menurut Hukum Adat,

Hak atas tanah menurut Hukum Perdata, hak atas tanah

menurut UUPA, Subjek hak-hak atas tanah, Peralihan hak

atas tanah serta tinjauan umum tentang Akta Notaris dan

Notaris

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang akibat hukum pembatalan Akta

Notaris dalam jual beli Hak Atas Tanah di Kecamatan

Kabupaten Ogan Ilir Indralaya serta Tanggung jawab

hukum Notaris yang membatalkan Akta Jual Beli Tanah

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan

akibat hukum
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